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BUPATI ME 

PROVINSI KALI,";'WI 
NTAN BARA 

PERATURAN BUPATI MELA 

NOMOR 47 TAHUN 207 

TENTANG 

pENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABAN 
YANG MELAKUKAN USAHA DAN? BAGI PELAKU USAHA 

DI&ABUPATEN wk'/," "ERKER»AN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI 
' 

eimbang 

engingat 

a. 

b. 

C. 

1. 

2. 

bahwa dalam upaya meningkatk 
penerimaan Bagi Has ~[j. ["t;" 'dgpatan paerah a 
usaha yang melakuke &hasilan, setiap pelaku 

an usaha dan/atau k • . 
Kabupaten Melawi, wajib mendaftarkan a ;Craan di 
Pajak Cabang; un sebagai Wajib 

bahwa agar proses pendapatan wajib pajak cabang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan 
dengan baik dan terkoordinir perlu diatur mekanismenya 
dalam Peraturan Bupati; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang 
bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau 
pekerjaan di Kabupaten Melawi, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

1997 tentang Penagihan 
Undang-Undangvoror 19 ","~s.an Negara Rep~bk 
Pajak dengan Surat Paksa "" Tambahan Lembaran 
Indonesia Tahun 1997 NomO' 686) sebagaimana telah 
Negara Repubi 1ndopesi "}"""," deneanun@ang undans 
diubah beberapakali tCr perubahan Kedua atas 

000 tentang e» ih 
Nomor 19 Tahun 2C rahun 1997 tentang Penaghan 
Undang-Undang Nomor I '~mbaran Negara Republik 
Pajak dengan Surat Paks ,9, Tambahan Lembaran 

.. 000 Nomor ' 
Indonesia Tahun .:. Nomor 3987); 
Negara Republik Indonesl 

Undang-Undang.· 3. 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

sake«see? 7-77777 

Undang-Undang Ne "°w" 

Perta bah: "omor 8 e1 caml an Nilai B. ahun 198: 58 
Barang Mewah sa,"g dan Jasa _tentang Pajai 
terakhir dengan u,[ana teian a[[;t",'iak Penjuaia 
tentang Perubaha, ""8 Undang N%," beberapa a; 
Tahu 19es tent,~," atas ind%,KN,,,'? Tahun 20 

B a.Jak Pe t - ndan N atas arang Mewah (Le, Ttambahan N;_ ' 'omor g 
Tahun 2009 Non, j"7baran Negara ."";'en Penjuan 
Republik Indonesia N.,'. Tamb~ha ,r""? Indonesia mor 5039; zmbaran Negara 

Undang-Undang Nom 
Perimbangan Kenan,tl" ~? Tahun 2oo 
Pemerintahan Daerah (L%,'a Pemerintah p,,"""hang 
Tahun 2004 Norr, 5","3z Negara Reruini.'E~Ni","z 
R bl.k , ambah Le nesia 

epul lik Indonesia 4438); an zmbaran Negara 

Undang-Undang Nomor 23 
Pemerintahan Daerah (Lem% 'ahun 2014 tentang 
Tahu 2014 Noor '2a,",","""a Repubne inadonesii 
Republik Indonesia Nomor '558� seb an Lembaran Negara 
beberapa kali terakhir dengan ty,"Ramana telah diubah 
Tahun 2015 tentang re[[," 'ndang Nomor 9 

uadans u»as oor as %al~, ,i""z? 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lemb N 
R blik d 

· ' aran egara 
epu} Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5268); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/29? 

tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pale $ 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan A"" 
Pokok wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan ""it,[3 
Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tah 

Nomor 1466); 
I Nomor PER-38/P/2013 

10. Peraturan Direktur Jendera} pirektur Jenderal Pajak 
tentang Perubahan atas Peratur,_, cara Pendaftaran dan 
Nomor PER-20/PJ/2013 tent@g' petaporan Usaha da" 
Pemberian Nomor Pokok Wajib _ Penghapusan Nomo" 
Pengukuhan Pengusaha Ken[~%agukuhan Pengusaha 
Pok«ok wajib Pajai dan """j)[~a an Pemindahan Data 
Kena Pajak, serta Perubah 
Wajib Pajak; 

11.Peraturan Daerah·· 

8. 



"id t" 

tsp..in 
Ye.sorer 

11. Peraturan Daer%, "ewe 
tentang Pem,,' {abupaten¢. 

(Le b ntukan ••1elaWi. N , mbaran Daerah dan g 'Omor 10. 369 
irambahan Lem.,"Pupate,[t""n Pera~,""n 2o1s 

an Daerah .,,"""iTahun 2o,[" Dara 
paten Mei. Nomor 1o 

MEMUTUSAN. AI Nomor 16oj, 

• PERATURAN BUPATI Ty 
PAJAK CABANG BAe"2}ANG YANG PEN 
UsAHA DAN/ATAU Pe"5' us, ""TARAN wA.re 

Aw bi Be,SL",,"ELA«ii 
ELAWI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

13.Penghapusans. 

turan Bupati ini yang di maksud den . """j, adatah Kabupaten Mclawr. gan: 
D"_;tah Daerah adalah Bupati yan peme di g memimpin 31 erintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan urusan 
" enggara pemerintahan daerah. otonom sebagai unsur 
"",; adalah Bupati Melawi. pupa' d 

dan adalah Ba an Pendapatan Daerah Kabur t M . Ba .:. p k: D: paten Ielawi 
tuan Kerja erangkat aerah yang selanjutnv t.. ' di.hn xerja Perangat Dacrah a iinguga'~[,,,""gkat SKPD aaa 

WaJ'ib Pajak adalah orang pribadi atau badan me�n . Kabupaten Melawi. 
a) de te ' enputi pembayaran pajak 

pernotongan, an pemungu an pajak, yang mempunyai hak d k . ." ' 
iakt · kete t tan rewajiban 

perpaJ an, sesua .e en uan peraturan perundang- d . . 
iake -undangan di bidang 

perpaj can. 
/, Pengusaha aah dal� orangkp�badi atau badhan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usa a atau peKerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang 
tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau 
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
Pajak penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang 
berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib 
pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, 
tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
sehubungan dengan pekerjaan a tau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. 

' Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
Yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari l" 
llima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajaK 

,an 6 (enam) digit berikutnya merupakan administrasi perpajakan. ~e 1tuk "ea u=ti «das sat»is ore aa hi.,"zz};;A.t:.i7la 
adan hukum maupun bukan badan hukum yang did",~.~ublik Indonesia, 
" melakukan kegiatan dalam wilayah hukum n"8"_," [hyetenggarakan 
ak sendiri maupun bersama-sama melalui perjanj 

keg . 
ll ~'@tan usaha dalam berbagai bidang ekonom. 

1gan, pengusaha, badan 
hernkuberi Kerja adlah orang pribadi atau pers�oak ran t;naga kerja dengan 
l m. .. empekerj can 

me ' atau badan-badan lainya m 
?""bayar upah atau imbalan dalam bentuk Ia",~t yang ditunjuk untuk 

ndah. lah ·bat Funs1or sahakan, dan 
me,'ara pengeluaran adala pea menataus dalam erima, , menyetorkan, bele ·ja Daerah a em, menyimpan, 1 keperluan elanJ gatuan Kerja 
a,,'}"anggungiawabkan uang un" 4an Belanja Daerah at p,"" pelaksanaan Anggaran Pendaptan 
gkat Daerah. 



w-wrote+ye+ 

apusan NPWP adalah tindakan p", Pelayanan Pajak. menghapus NPwp ~ 357o 
? 6ig; adalah bidang pekerjaan yang i dari administras 

"""apilan, dan kejujuran teeter, landasi o1en ~~' k get"",' pengadaan Secara Elektron;e. pendidikan keahlian ana diber n1k yang .la L)!",' Kerja yang I ntuk untuk selanjutnya di.: $ in",Haan barang/jasa secara ele, PP"nyelenggar~..,""gkat LPSE ada1ah 
e0ga . . . p b: ronik sistem Pe 
,, Administras1 ·embangunan dan pe elayanan 
" kerja pemerintah daerah • ngadaan Barangy ~ ·",iasa yang bersifat perman, "S bertngsi Mei%i~',[," adatah sie 
bar"_,jah ada an dapat berdiri sen~. " pengadaan 
wan8° r atau pada unit 

BAB II 
NOMOR POKOK WAJIB PAJA 

Pasal 2 

petaku usaha yang melakukan usaha dan/ate l)[~[,~rah, wajib memiliki NPWP yang diketua;" pekerjaan atau profesi di 
�atama setempat. oleh kantor Pelayanan Pajak 

pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi d 
~engadaan barang dan jasa yang bertemp%at""""PSpenang lelang pelaksana 

%aerah, dan yang memiik« NPwP orisir ~r ,~"""_' berkeuuan di 
%ics»ea wanti raa cabare at err»a ill."ii.":,":"« 

Pasal 3 

Pelaku usaha sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 
terhadap penghasilan Pegawai tetap, Pegawai tidak tetap dan penerima 
penghasilan bukan Pegawai 
Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki 
NPWP Cabang 

Pasal 4 

Ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi instansi 
yang menangani perizinan, SKPD Pengguna Barang dan Jasa yang melakukan 
pengadaan barang dan jasa, serta bagi LPSE dan ULP, dalam menentukan: 

a. Kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin; 
b. Kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/ atau jasa; 

dan 
c Kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang 

Pasal 5 

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat daerah sebagai Pemungut PPh 
'asal 21, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan 
Rmbayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 

BAB III 
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG 

Pasal 6 

lat% ada ketentuan peraturan 
• Sara pendaftaran NPWP Cabang mengacu P 
dang-undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 7 
y N; .: badan atau orang pribadi yang 

,"P Cabang berlaku selama wajib Pai ~atau usaha pekerjaan atau 
Sangkutan melaksanakan kegiatan usaha :dan/atau jasa di daerah. 

PFofesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan baran6 
(2).Setelah... 



) 
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setelah pelaksanaan zegatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan 
barang dan/atau jasa selesai, wajib pajak badan atau orang pribadi dapat 
mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP 
Cabang 
Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
setempat. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya 
masih menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP 
cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal, & Dcsco 2017 

& BUPATI MELAWI, --<. 
kw 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 28 ascu 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAw1,M 

/1vo 
T "us MULY0N0 

BERITA DAEF AH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR h7 


